BUPATI POLEWALI MANDAR
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

. bahwa penggunaan alokasi desa sebagaimana

tercantum dalam Pasal 22 tentang Pedoman
Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan
situasi dan perkembangan Pengelolaan Keuangan
Desa, maka perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 4422);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa
menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor
5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor
9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
2012 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 10
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi :

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD
dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana Desa
mengacu pada Peraturan Bupati;

(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 40% (Empat puluh persen)
untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, dan 60% (Enam
puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja
pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

a. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
b. pengembangan sosial budaya; dan
c. dan sebagainya yang dianggap penting.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali
Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 6






